
BUPATI MAMASA 
PROVINSI SULAWESI BARAT  

PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 12 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2017 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang : a. bahwa adanya Dana Bantuan Khusus dari Provinsi Sulawesi Barat kepada Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran 
2017 sehingga perlu merubah Peraturan Bupati Mamasa Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
  b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi 
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4186); 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 

  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4028); 
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 
 
 

 



  18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
  29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
 



  30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
  31. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2017; 
  32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
  34. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Dari 

Provinsi Kepada Kabupaten Tahun  Anggaran 2017; 

  35. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 Tahun 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun  Anggaran 2017; 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERUBAHAN KESATU PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 41 TAHUN 

2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 
ANGGARAN 2017; 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp.946.126.175.112,00 bertambah/(berkurang) sejumlah 
Rp. 0,- dengan rincian perubahan sebagai berikut : 

1. Pendapatan :  
a. semula Rp. 946.126.175.112,00 
b. bertambah/(berkurang) Rp.                        0,00  946.126.175.112,00 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp. 946.126.175.112,00      
2. Belanja 

a. Semula 
1. Belanja Tidak Langsung 

 



1.1 Belanja Pegawai Rp. 311.217.352.445,00 
1.2 Belanja Bunga Rp. 311.217.352.440,00 

1.3 Belanja Subsidi Rp. 311.217.352.440,00 
1.4 Belanja Hibah Rp. 019.995.700.000,00 

1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp.   24.348.050.000,00 
1.6 Belanja Bagi Hasil Rp. 311.217.352.440,00 
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 183.014.575.000,00 

1.8 Belanja Tidak Terduga Rp.     2.000.000.000,00  
   Jumlah Belanja Tidak Langsung     Rp. 540.575.677.445,00 
     

2. Belanja Langsung 
2.1 Belanja Pegawai Rp.     7.225.888.799,00 

2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 194.754.011.237,00 
2.3 Belanja Modal Rp. 255.202.209.478,00 
   Jumlah Belanja Langsung   Rp. 457.182.109.514,00 

Jumlah Belanja   Rp. 997.757.786.959,00 
Surplus/(Defisit)   Rp.  (51.631.611.847,00) 

 
b. Bertambah/(berkurang) 

1. Belanja Tidak Langsung  

1.1 Belanja Pegawai Rp. 311.217.352.445,00 
1.2 Belanja Bunga Rp.                        0,00 
1.3 Belanja Subsidi Rp.                        0,00 

1.4 Belanja Hibah Rp.   19.995.700.000,00 
1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp.   24.348.050.000,00 

1.6 Belanja Bagi Hasil Rp.                        0,00 
1.7 Belanja Bantuan Keuangan Rp. 183.014.575.000,00 
1.8 Belanja Tidak Terduga Rp.     2.000.000.000,00 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung   Rp. 540.575.677.445,00 
 
 

 
 



2. Belanja Langsung 
2.1 Belanja Pegawai Rp.     7.225.888.799,00 

2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 194.754.011.237,00 
2.3 Belanja Modal Rp. 255.202.209.478,00 

   Jumlah Belanja Langsung   Rp. 457.182.109.514,00 
Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp. 997.757.786.959,00 
Surplus/(defisit) setelah perubahan   Rp.  (51.631.611.847,00) 

 
3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1. Semula Rp.   52.631.611.847,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                        0,00 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp.   52.631.611.847,00 
 

b. Pengeluaran 

1. Semula Rp.     1.000.000.000,00 
2. Bertambah/(berkurang) Rp.                        0,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan   Rp.      1.000.000.000,00 
Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan   Rp.   51.631.611.847,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp.                             -  

  

Pasal 2 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut pada 
lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa. 

Ditetapkan di Mamasa 

Pada tanggal 3 Mei 2017 

BUPATI MAMASA, 

 

             ttd 

H. RAMLAN BADAWI 

Diundangkan di Mamasa 
Pada tanggal 4 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA, 

 

        ttd 

BENYAMIN YD. 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 NOMOR 251 

 
 


